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Terbatas

Satu Berkas

Perintah

Yth. Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri

(sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 15630/SEK/PW1.4/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025)
di -

Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor

15630/SEK/PW1.4/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Perintah, serta

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian

Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah

Agung Tahun 2024 tentang Penatausahaan Rekening Pemerintah Lainnya Belum

Tertib, bersama ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memerintahkan kepada

Para Ketua Pengadilan pada Satuan Kerja Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

sebagaimana dimaksud untuk:

1) Lebih optimal melakukan pengawasan atas laporan biaya proses dan uang titipan

perkara pada Aplikasi KOMDANAS;

2) Menginstruksikan kepada Panitera dan Panitera Muda Perdata Satuan Kerja lebih

cermat dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya proses dan uang titipan

pihak ketiga diantaranya dengan:

a) Melakukan pengawasan atas laporan biaya proses dan uang titipan perkara pada

Aplikasi KOMDANAS;

b) Melakukan verifikasi atas akurasi saldo biaya proses dan uang titipan pihak ketiga

yang diinput oleh Kasir;

3) Menginstruksikan kepada Kasir Keuangan Perkara Satuan Kerja:

a) Melakukan rekonsiliasi data dan saldo rekening RPL pada Aplikasi KOMDANAS

secara periodik;












